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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 63 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI 

KOMPONEN PEMBERIAN GAJI KE TIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian 

Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri 

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun 

Atau Tunjangan Juncto Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan 

Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri 

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan 

Penerima Tunjangan yang menyatakan “penghasilan sebagaimana 

di maksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS, Prajurit TNI dan 

Anggota Polri meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan  

jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja”; 

  b.  bahwa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau 

tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a 

merupakan kebijaksanaan Pemerintah yang wajib dilaksanakan 

oleh Pemerintah Daerah yang kesemuanya telah tertampung 

dalam APBD pada tiap-tiap tahun anggaran berkenaan yang 

masuk dalam komponen Belanja Tidak Langsung, dengan 

pengecualian khusus tunjangan kinerja tidak dapat ditampung 

dalam APBD karena kebijaksanaan Pemerintah memberlakukan 

tunjangan kinerja hanya pada lingkungan Kementerian yang di 

tetapkan dengan Peraturan Presiden;  
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  c. bahwa selain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan 

atau tunjangan umum sebagaimana telah di uraikan pada huruf 

b, Pemerintah Daerah memberikan Tambahan Penghasilan 

Kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 39 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, dan yang terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  

d.  bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 

telah diuraikan pada huruf c merupakan Kebijaksanaan Daerah 

yang telah di tetapkan dengan instrumen hukum berupa 

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 29 Tahun 2017 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 

Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 

Probolinggo dengan nomenklatur penganggaran Tunjangan 

Perbaikan Penghasilan yang masuk pada komponen Belanja 

Tidak Langsung; 

e. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 

903/3387/SJ yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-

Indonesia, tertanggal 30 Mei 2018 tentang Pemberian Tunjangan 

Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, dimana didalamnya pada angka 4 

huruf d dinyatakan bahwa “Tambahan Penghasilan PNSD 

merupakan salah satu penghasilan yang menjadi komponen 

penghitungan besaran THR dan Gaji ketiga Belas”; 

f.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e serta dengan 

memperhatikan legal opinion (Pendapat Hukum) Kepala Bagian 

Hukum kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 182/214/425.012/2018 

tertanggal 4 Juni 2018, dipandang perlu untuk menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai Negeri Sipil Sebagai Komponen Pemberian Gaji Ketiga 

Belas dan Tunjangan Hari Raya;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5601); 

4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004  tentang 

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4416), sebagaiman telah beberapa kali di 

ubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 4416); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas 

Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemberian 

Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada 

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 

Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6208); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 52/PMK.05/2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada 

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 

Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 677); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 54/PMK.05/2018 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan 

Penerima Tunjangan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 679); 

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 

13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2016 Nomor 84); 
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14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 29 Tahun 2017 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo 

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 29); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KOMPONEN 

PEMBERIAN GAJI KE TIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA. 

 

Pasal 1 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan 

Walikota ini adalah Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagai 

komponen pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya yang diberikan 

kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Pemerintah Daerah.  

 

Pasal 2 

Besaran pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan 

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. 

 

Pasal 3 

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagai komponen pemberian Gaji 

Ketiga Belas diberikan sebesar Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 

pada bulan Juni dan dibayarkan pada bulan Juli 2018. 

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagai komponen pemberian 

Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri 

Sipil pada bulan Mei dan dibayarkan pada bulan Juni 2018. 

 

Pasal 4 

Dalam hal pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 3 belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan 

pada bulan-bulan berikutnya. 
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Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 
 

Di tetapkan di  Probolinggo  
pada tanggal    4   Juni    2018 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

R U K M I N I 

 

Diundangkan di Probolinggo 
pada tanggal      4    Juni    2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 63  

 

 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 
NIP. 19680108 199403 2 014 

 

 

 

 

 


